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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan
karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan
dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian
pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID-P Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun sesuai
mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran
mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang
telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2023. Oleh
karena itu, diharapkan masukan, saran serta gagasan yang membangun untuk
peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Kupang,3\ Mei 2024
Atasan PPID Badan Pe elola Perbatasan Daerah
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BAB 1.
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
BPPD Provinsi NTT

A. Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sangat
diperlukan keterbukaan informasi. Informasi merupakan sekumpulan data atau
fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi
sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya. .

Badan Publik di Pemerintahan pun dituntut untuk dapat memberikan informasi
yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berisikan bahwa hak setiap
orang untuk memperoleh informasi dan juga kewajiban badan publik untuk
menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan
biaya ringan/proposional.

Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting
karena pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
merupakan kewajiban dari instansi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di
Badan Publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai PPID
Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh
PPID Pembantu (termasuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT).
Seluruh informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi
menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi
yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta. Adapun informasi yang
dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait,
selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID
Utama sebagai informasi serta merta.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi, maka PPID Pembantu menetapkan
Standard Operating Procedure (SOP) terkait Layanan Informasi PPID yang
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diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya
serta turut mendukung transparasi jalannya pemerintahan untuk mewujudkan
Good Governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi
serta dokumentasi maka PPID Pembantu Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan
tahunan pelayanan informasi publik tahun 2023. Dalam laporan ini juga
digambarkan tentang kinerja PPID Pembantu serta hambatan yang ditemui, mulai
dari kondisi Sumber Daya Manusia, sarana prasarana sampai dengan gambaran
kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik selama tahun 2023.

B. Regulasi
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan
Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Keputusan Gubernur NTT Nomor 37/KEP/HK/2015 tentang Informasi Publik
yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;

6. Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan
Layanan Informasi dan Dokumetnasi Provinsi NTT;

7. Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Nomor
BPPD.188.68/09/111/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan
Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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BAB II.
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
BPPD Provinsi NTT

A. Pelayanan Informasi Publik

1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Sebagai dasar dalam melayani publik maka dibutuhkan komitmen untuk
melaksanakan pelayanan dengan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

2. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik
Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif
yang berkaitan dengan pengelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk
efektifitas dan efiesiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik, maka
BPPD Provinsi NTT selaku PPID Pembantu membuat Standard Operating
Procedure (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

3. Daftar Informasi Publik
Kumpulan beberapa informasi dimuat ke dalam suatu Daftar Informasi
Publik, yang disampaikan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama. Menurut
jenis informasi publik, terdiri dari:

e Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah
informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik
untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;

e Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi
yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan
Publik tanpa ada permintaan;

e Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah
dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah
dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna
informasi bilamana ada permintaan;

4. Informasi yang Dikecualikan
Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan
didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon
informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian. Informasi yang
dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi

Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan
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umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat dengan memperitmbangkan secara saksama
bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar
dari pada membukanya atau sebaliknya.

B. Sarana dan Prasarana
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik
terdiri atas:
1. Ruang Desk Informasi Publik
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi
yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
menyediakan desk informasi publik yang dilengkapl dengan:
o 1 (satu) meja front desk, kursi petugas, kursi tamu, dan
e 1 (satu) laptop.
2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi
publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara
sebagai berikut:
a. Datang langsung ke ruang layanan informasi di Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Provinsi NTT yang beralamat di JI. Bundaran PU
Nomor 4, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada
setiap jam kerja (Senin-Jumat, Pukul 08.00-16.00).
b. Dapat mengunjungi website BPPD Provinsi NTT,
www.bppd.provntt.go.id.

c. Dapat mengunjungi media sosial BPPD Provinsi NTT:
e Facebook : https://www.facebook.com/bppdprovntt/

e Instagram : https://www.instagram.com/bppdprovinsintt/

e Youtube : https://www.youtube.com /@bppdprovinsintt2647

d. Dapat juga mengunjungi website PPID utama,
www.ppidutama.provntt.go.id.

3. Sumber Daya Manusia
Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID

menugaskan personil di front desk sebagai pintu awal pelayanan informasi
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yang melaksanakan informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi.
Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur oleh personil-
personil khususnya staf pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi
NTT yang telah ditugaskan dan ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Nomor
BPPD.188.68/09/111/2023.

C. Program Kerja
BPPD Provinsi NTT sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu (PPID-P) telah melaksanakan kewajiban Badan Publik dalam
mengelola dan juga mempublikasikan informasi. Terkait proses pelayanan
informasi publik, setiap pemohon juga harus mengisi Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) yang di dalamnya terdapat kritik dan saran sebagai bahan
evaluasi pelayanan informasi publik.
Pelaksanaan PPID di Tahun 2022 berjalan dengan cukup baik, sehingga pada
tahun dimaksud Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur mendapatkan predikat Cukup Informatif (Lampiran 1).
Berikut program kerja yang telah dilaksanakan BPPD Provinsi NTT selama
tahun 2023.
1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang
dikecualikan Tahun 2023
Kewajiban Badan Publik yaitu untuk menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan, mengumumkan informasi, maka informasi publik
harus akurat, benar, tidak menyesatkan, dan real time (Lampiran 2).
2. Permohonan Data dan Informasi
Selama tahun 2023, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur menerima permohonan informasi (Lampiran 3) dengan
total permohonan sebagai berikut:
e Permohonan Langsung : 1 Permohonan
e Permohonan melalui Surat : 9 Permohonan
e Permohonan melalui Portal PPID Utama : -
e Permohonan melalui Media Sosial :-
3. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi
Pelaksanaan PPID tahun 2023 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat keberatan atau pun

sengketa informasi.
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D. Anggaran

Untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan pada Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT selama tahun 2023 tidak
dialokasikan pada DPA BPPD Provinsi NTT, namun demikian sebagai ASN di
lingkungan Pemerintah Provinsi NTT tetap semangat melaksanakan pelayanan
publik sesuai dengan Maklumat Pelayanan.

Berkaitan dengan perolehan informasi, PPID menyediakan informasi publik
yang tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan, ditanggung oleh
pemohon informasi publik.

E. Hambatan dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID-P
pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT, yaitu:
1. Pemahaman Petugas PPID terhadap keterbukaan informasi publik belum
maksimal;
2. Pemenuhan informasi publik terkadang tidak real time;
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran publikasi untuk website BPPD
Provinsi NTT.
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BAB III.
Penutup

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi PPID-P adalah:

1. Meningkatkan kompetensi SDM Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang
keterbukaan informasi publik, sehingga pelayanan informasi publik dapat
berjalan sesuai prosedur dan juga penyampaian informasi yang real time;

2. Melaksanakan secara berkala Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi
publik;

3. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran publikasi website,
sehingga pelayanan informasi publik dapat dilakukan secara maksimal.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi
layanan informasi publik PPID-P Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ku ng, 3\ Mei 2024

2 Ir MaksiY _E. Nenabu, M.T.

\\‘ 7, Pémbina Utata Muda
SNIPG: 19680326 1997031005

PARAF HIRARKI

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Pranata Komputer Ahli Pertama @R/
M)
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Lampiran 1.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi NTT
oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan predikat Cukup
Informatif.
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Lampiran 2.

Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsl Nusa Tenggars Timur
Tahun 2024

PEIABAT/UNIT/SATKER PENANGGUNG JAWAD WAKTU DAN BENTUX LARFIAS)
Juon RINGRASAN INFORMAS! PUSUK YANG MENGUASAI PEMBUATAN/PENERSITAN| RETENSIARSIP|  TEMPAT INFORMASE INFORMASI
INFORMAS! INFORMAS! PEMBUATAN VAR [OIGTTAL
1[Profil BPPO Prowinal NTY Bertaan: Strukter Organaan), Tugas Baglan 8 2023, Kupeng Bevisia
Pobok dan Fungsy Alarmat Kantor, daa Kepegowaion dan Umem Provinel NTT)
Profl
2taporan Repegowsion 07P0 | Berilian Laporen BPPO NTT /Sub Baglan PP Selama Berlsky | 2023, Kupeng 4 4
ET‘.E Tohm Kepeg rwaion dan Umwm Provies! NTT)
Survel Kepuman | SertRan ndeta Kepussan Masyarshat  |Sehretarist/Sub Bagisn PPID Utama (Diskomindo Seloma Berlsky | 2023, Kupeng 4 7 |Berhals
[Masye shat Terhadep selama tahun 2023 [Kepegowaion doa Ummum | Provies! NTT)
Soloma Berishy | 2023, Kupeng 4 7 [Bertals
Selama Berisky | 2023, Kupang | ¢ | 7
Selama Berlaky | 2023, Kupang 4 7 |Bertata
Seloma Berlaky | 2023, Kupang | ¢ 7 [Sertals
Selame Serloby | 2023, Kupang 4 7 [Bertala
200 e 7
Kinecja (PK) 8PP0 | Perjanjion Kinerja (PK) Tahun 2023 [Sekretartat/Sub Baglen (PPID Utama (Diskominfe Selame Derloku | 2023,Kupeng | ¢ Bertala
Toum [Perencencen den Keusngen _|Provinsi NTT)
SPPONTT Tahum 2023 | Berisian Laporan Akuntabitas Kinerja  |Sekretariat/Sub Sagian PPID R Serlaky | 2023, Kupang 4 v [Sertals
instans! Pernesintahan BPPO Tohun 2023 |Perencansan dan Keuangan  [Proviast NTT)
Leusngan 8PP0 NTT | Dokumen Laporan Kevangsa Tahun 2025 |Sebretariat/Sub Bagisn PPID Utama (Dskominfe Seloma Bertaky | 2023, Kupeng 4 7 [Bertata
shun 2073 Perencansan den Keusngan _|Provinsi NTT)
Rencans Akl | Berhikan Data Rencans Alsl |®1dang Koordumant PPIO Urama (Diskominfo Selama Berlaky | 2023, Kupang ) 7 [SetepSent
r a | { d Kswaan dan FasBuasl NTT)
Amar Antar Negara Tahun 2024 Kerjs Sama
ahn
PEIABATA TRER JAWAS WAKTU DAN BENTUK
S KLARIFIASI
SUDWL RINGXASAN INFORMAS? PUBUK YANG MENGUASAS | PEMBUATAN/PENERSITAN| RETENSI ARSIP | TEMPAT INFORMASI INFORMAS!
INFORMASI| INFORMAS! PEMBUATAN CETAX | WGITAL
13/Dats Kswasan Perbatasan Daftar Kabupates, Kecamstan, dan Desa Bidarg PPID Utam Selama Berlaky | 2023, Kupang 4 7 [Setiap Saat
[Perbatasan Perencanasn dan Fmas!  |Provins! NTT)
‘lﬂw
14| Dokumen Perjenjien Kerja Daftar PXS BPPD Provins! NTT 8idang Koordina) PPD Utama (Dskomino Selama Berlaky | 2023, Kupang 4 7 [Setiap Sat
1Sama BPPD Provins! NTT don Fasiasd N
Ker{a Sama
15{0ata Potens! dat Potens) |mw
Sunber Dave Kawatan Do d
Perbacason
16|Data Plar Satas di Kawasan Berbkan data pllar batas & hawasan Bidang
[Perbatasen batasan Pelakssnssn

12|PPID-P BPPD NTT

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provins| Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024

BATAS WAKTV KONSERUENS
wo KONTEN INFORMAS OASAR HEXUM PENGEOIALIAN
AKIDAY BHLA DI BUKA MANFAAT BILA D1 TUTUD
Olpotisl pimpinen (Ar1 gy dokumes Nathsh Dinas yang Mmfhasinye Undang-Undang Nemer 14 Tahun L 4 proses proses p
dimyatohan sangat rehasla, rohasin, tevbetas berdssarkan pevatursn 2008 Pasal 17¢ beblstan hebljatan
leinayayong | Undang-Undang Nemor 14 Tahun proses / prones pengsmblon
2008 Paal §7¢ bevuksessn Sobgoban
Anip/doturwes nmbsh dinas yeng kissfiuminge dinystaban 1ongat rohasie, |Undang Undeng Nemor 34 Tobun |  Tideh terbatas Mengzanggu proses / N o,
per 7} \gon yong terkak | 2008 Pasal 17¢
4] Informant Al rapet pemeriatahan (laporan Sghat, catatan 1apat, ristih, |Undang-Undang Nemor 14 Tohun | Tidek terbatas Mengganggu proses / ¢ &
1lide presentael, rekam an, ranskip suars, beputusan rapet tertutup] 2008 Pesal 17¢ >
S| berka yeng [Undeng-Undang Nemor 14 Tehun npel mater! Masifhasl Mencag sh terjadinys
2008 Pasal 17¢ visl dorl [®
drandatangani | sehingga biss menimbulkan keresshan
pimpinan
& Has8 Kepunisan Rapet Pompings Undang Undang Nemor 14 Tahua Sampel Oepat proses proses pewgambdan
2008 Pasal 126 BTN T — T N—
Proses Hutum Pegrwel Negert S (Pis) Sermanalah [Undang-Undang Nemor 14 Tahun proses Caa pribedi PG yarg
2008 Pasal 17h NS benyiia rahasla
8] Data Elsktronk PNS (suretene ) Undang-\adang Nemer 14 Tahua g hasla pradl dungi dats pr Bodl PNS yang
2008 Pasal 170 bentz rohasle
Oolsmen/Bertay/Anp PNS Undang-Undang Nemor 14 Tahua shmls pribed Melindung! data prdedl PNS yang
2008 Pasal 170 berufat rahaste
10 idreckan PGS yorg mengajukan fin perkawinae stou percer sisn Uadang-Undang Nemor 14 Tahun | Tidak terbatas hasla prisadd gl data pridedi PNS yong
2008 Pasal 170 bersiat rahasis
11| i0encian PIG yarg chdrgu metanggar dislpin Undang-Undang Nemor 14 Tahun | Tk ehap rahasie prived! \g! data pridadi PNS yeng
2008 Pasal 17h bersiat rshasts
Daftar Nial Prestasl Karja/SKP PNS Undang-Undang Nemor 14 Tahun €hop rohesie pribed data pribadil PNS yang
2008 Passl 170 beryifat rahasie
13{ Cotusnen dan Forrmuly tsan Pegawal (FiP) [Undang-Undang Nemor 14 Tahun ghap roh Dod ¢ data privadl PNS yang
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Lampiran 3.

Rincian Permohonan Informasi Tahun 2023 yang diterima-

Waktu
No. Pemohon Tanggal Proses Keterangan
1. | BPAD Provinsi NTT 19 Juni 2023 1-3 Hari | Melalui Surat

2. | Biro Administrasi 01 Agustus 2023 1-3 Hari | Melalui Surat
Pimpinan Setda

Provinsi NTT
3. | Biro Pemerintahan 03 Agustus 2023 1-3 Hari | Melalui Surat
Setda Provinsi NTT
4. | BKD Provinsi NTT 02 Agustus 2023 1-3 Hari | Melalui Surat
5. | Dinas PUPR Kota 07 Agustus 2023 1-3 Hari | Langsung
Kupang
6. | BKUDA Provinsi NTT | 06 September 2023 | 1-3 Hari | Melalui Surat
7. | Biro Administrasi 19 September 2023 | 1-3 Hari | Melalui Surat
Pimpinan Setda
Provinsi NTT

8. | BKUDA Provinsi NTT | 11 September 2023 | 1-3 Hari | Melalui Surat

9. | BKUDA Provinsi NTT | 08 November 2023 | 1-3 Hari | Melalui Surat

10. | Biro Pemerintahan 13 Desember 2023 | 1-3 Hari | Melalui Surat
Setda Provinsi NTT
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